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ABSTRAK 

Nur atika Rislan I0121013. ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA 

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI ANAK 

SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL.” Skripsi 

Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas 

Sulawesi Barat. Dosen pembimbing Fadly Yasser Arafat Juanda  dan 

Dr.H.A.Tamaruddin. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara 

hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menangani anak baik 

sebagai korban maupun pelaku pelecehan seksual. Hukum pidana positif, 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

Undang-Undang Perlindungan Anak, menekankan pada aspek rehabilitasi 

dan perlindungan terhadap anak, baik korban maupun pelaku. Sementara itu, 

hukum pidana Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh 

jinayah, memiliki pendekatan yang berbeda dengan menekankan pada 

prinsip keadilan, pencegahan, dan pemulihan korban, serta pertimbangan 

terhadap usia dan kedewasaan pelaku. 

 

 

Kata Kunci : Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam, Pelecehan 

Seksual, Anak, Korban, Pelaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari 

kekerasan berbagai jenis, termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual 

terhadap anak di bawah umur harus ditindak tegas karena merupakan 

pelanggaran yang melanggar hukum. Di Indonesia, baik hukum pidana 

positif maupun islam memiliki konstruksi normatif yang melarang dan 

menghukum perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini 

penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua hukum 

tersebut agar kita dapat menemukan cara terbaik untuk mencegahnya dan 

menanganinya. 1 

Anak-anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus 

dijaga dan dilindungi. Mereka adalah generasi penerus yang akan 

menentukan masa depan negara dan bangsa ini. Oleh karena itu, 

sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian dan 

perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat berkembang dan 

tumbuh dengan baik. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk 

kekerasan yang mengintai di tengah upaya untuk melindungi anak- 

anak. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan 

perbuatan yang mencela dan memerlukan tindakan tegas. Korban 

dapat mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan 

sebagai akibat dari perbuatan ini. Semua orang tahu bahwa seks 

 

1 Sitti Dahlia, Analisis faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah 

umur di kecamatan Angata kabupaten konawe Selatan, jurnal nursing 13 (3), 2022 hlm. 171 
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bukanlah hal yang tabu jika dibicarakan secara ilmiah karena 

merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan 

dari kebutuhan lain. Dari berbagai tindakan yang meresahkan 

masyarakat ini, kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak 

yang masih di bawah umur sebagai akibat dari pengaruh internet 

akhir-akhir ini semakin meningkat. Karena pengaruh internet, 

kejahatan seksual, khususnya pelecehan seksual terhadap anak-anak, 

telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan. 

Pelecehan seksual yang dilakukan anak- anak ini telah menyebabkan 

banyak korban mengalami kegoncangan jiwa dan kemunduran mental. 

Karena pengaruh internet, pelecehan seksual telah berkembang menjadi 

salah satu penyakit sosial yang memiliki dampak negatif terhadap negara 

dan masyarakat. Menurut B. Simanjuntak, patologi sosial adalah gejala di 

mana tidak ada korelasi antara berbagai aspek kehidupan yang dapat 

membahayakan atau menghalangi pemuasan keinginan dasar. 

Pelecehan seksual menjadi salah satu dari banyak kejahatan yang 

meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum. 

Kebanyakan kejahatan seksual dilakukan oleh laki-laki. Kejadian ini 

terjadi di masyarakat tanpa mempertimbangkan kelas sosial pelaku 

dan korbannya. Pengaruh lingkungan, latar belakang kejiwaan, atau 

guncangan jiwa yang disebabkan oleh rangsangan seksual dapat 

menyebabkan kejahatan tersebut. Sangat mengecewakan bahwa 

tindak pidana pelecehan tersebut dilakukan oleh mereka yang dikenal 

baik oleh korban, seperti guru, dokter, teman dekat, dan orang tua 

kandung. Pasal 2B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak 
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memiliki hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta hak hak 

anak yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 

anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak 

asasi manusia mengatur tentang hak hak anak, kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk 

melindungi anak tetap diperlukan oleh undang-undang mengenai 

perlindungan anak. Tindakan nyata harus diambil untuk memerangi 

dan mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. 

Pendidikan seks yang diberikan oleh orang tua dan pihak lain, 

termasuk sekolah, dapat membantu mencegah hal ini terjadi. 

kasus pelecehan seksual yang dilaporkan. Pelecehan seksual 

terhadap anak dibawah umur selalu mendapat perhatian dan kemudian 

diangkat menjadi topik utama oleh media massa sejak lama. 

Kejahatan terhadap anak-anak telah meningkat dalam berita televisi, 

koran, dan sosial media dalam beberapa tahun terakhir. 2Hal ini terjadi 

karena, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, kejahatan terhadapnya dan harta benda serta pelecehan 

seksual semakin meningkat. Kekerasan seksual, sebagai masalah 

sosial, telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik oleh 

orang dewasa maupun lanjut usia, dengan mayoritas korban anak- 

anak. Berbagai jenis pelecehan seksual akhirnya menjadi kejahatan 

yang terungkap, biasanya dilakukan oleh orang. menunjukkan bahwa 

 

2 Veny Melisa Marbun, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana pelecehan seksual kepada 

anak di bawah umur. Jurnal Hukum (2020). Hlm. 129 
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pelecehan seksual dan kekerasan seksual terjadi di keluarga yang 

seharusnya menjadi tempat aman dan perlindungan bagi anak. 

Meningkatnya jumlah kasus pelecehan terhadap anak baik di sekolah 

maupun di lingkungan umum menunjukkan bahwa anak-anak masih 

tidak memiliki perlindungan yang memadai. . 

Hal ini juga menunjukkan bahwa lingkungan yang aman dan 

ramah anak masih jauh. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah 

umur terjadi dalam interaksi antara anak dan orang dewasa. Anak 

menjadi tempat pelaku melampiaskan rangsangan seksualnya kepada 

korban atau orang lain. Peran orang tua sangat penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, dan anak seharusnya memiliki 

hak-hak dan perlindungan yang luas. Dalam konteks lingkungan 

keluarga, peran dan fungsinya. Buku KUHP, dari pasal 281 sampai 

dengan pasal 299, mengatur tindak kejahatan yang terkait dengan 

masalah seksual atau kesusilaan. Tindakan seksual yang ditunjukkan 

secara verbal, non-verbal, atau visual disebut pelecehan seksual. 

Tidak sedikit berita di televisi atau sosial media yang membahas 

kejahatan seksual kepada anak, yang sering terjadi setiap hari. 

Pelecehan seksual terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, 

harus dihentikan. Jika pelecehan seksual tersebut terjadi secara alami, 

moral dan batin anak pun akan terancam jika hal itu terjadi di masa 

depan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran 

hukum dan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis langsung 

pada anak. 
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Pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya diseks dalam 

bentuk sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, dan catcalling. 

Selain itu, sebagian besar pelaku kejahatan seksual terhadap anak 

adalah orang-orang yang paling dekat dengan lingkungan mereka, 

yang seharusnya membuat anak merasa aman dan nyaman, tetapi 

mereka malah membuat anak merasa takut dan trauma.3 Pelecehan 

seksual sering menyebabkan anak menderita, emosi, depresi, 

kehilangan nafsu makan, menjadi introvert, susah tidur, tidak fokus 

pada kelas, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu masalah yang 

dihadapi remaja adalah aktivitas seksual yang dapat membawa mereka 

ke arah yang negatif. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penyebab 

tindak pidana pelecehan seksual terjadi karena anak-anak terpengaruh 

oleh lingkungan pornografi, seperti film dan gambar porno, serta 

buku-buku dan buku pornografi yang tersebar luas di masyarakat. 

Anak dapat menjadi terangsang dan mempengaruhi orang lain. 

akibatnya, penyimpangan seksual sering terjadi pada remaja. 

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana 

saja. Semua orang dapat dituduh pelecehan seksual, termasuk anak- 

anak, dan orang-orang ini dapat menjadi target pelecehan, termasuk 

anak- anak atau saudara kandung mereka sendiri. 

Oleh karena itu, pelaku pelecehan seksual disebut sebagai predator 

seksual. Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, 

tetapi  juga  terjadi  pada  kaum  laki-laki,  menurut  Khaeruddin. 

3 Dewi Anak sagung Laksmi, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi 

seksual berdasarkan hukum islam, jurnal konstruksi hukum, (2021). Hlm. 628 
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Menurutnya, korban pelecehan seksual hanya perempuan karena 

kaum laki-laki memiliki kekuasaan dan kedudukannya di masyarakat, 

sedangkan kaum perempuan tidak. Perempuan dianggap hanya 

sebagai pelampiasan nafsu atau pemuas. Banyak kasus pelecehan 

seksual, seperti pencabulan dan pemerkosaan, telah terjadi baru-baru 

ini. Faktor- faktor ini termasuk tingginya pergaulan bebas, pengaruh 

dari budaya asing yang masuk ke tanah air, dan kurangnya 

pengawasan orang tua. Selain itu, lemahnya sistem hukum untuk 

khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Oleh 

karena itu, pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan 

hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada 

mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.4 

 

Dalam islam, pelaku pelecehan seksual biasanya dikenakan 

hukuman ta'zīr, di mana pemerintah memiliki otoritas penuh untuk 

menetapkan jenis hukuman apapun. Dalam dalil naqlī (al-Qur'an), 

memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang materi hukum 

menjerat pelaku. Sistem hukum Indonesia masih lemah dalam 

menangani kasus kekerasan seksual. Jadi, masih banyak pelaku yang 

melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan orang dewasa. 

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur biasanya melibatkan 

korban atau bahkan orang korban. 

Hal yang sama juga berlaku untuk remaja yang biasanya dikenal. 

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perbuatan asusila atau cabul 

4 Lubis Muhammad Ridwan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam hukum 

perspektif hukum islam dan hukum pidana, (2018).hlm. 181 
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yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum terhadap orang 

lain, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kerelaan korban. 

Didasarkan pada definisi ini, umumnya dianggap bahwa pelecehan 

seksual ini mencakup aktivitas seksual menyimpang (asusila), baik 

dilakukan sendiri maupun terhadap orang lain, baik laki-laki maupun 

perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. 

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk representasi 

atau cerminan dari dekadensi (kemerosotan dan keterpurukan) moral 

seseorang, yang membuatnya berbahaya. Pelaku pelecehan seksual 

terhadap anak di masyarakat adalah representasi dari aktivitas seks 

yang terjadi di masyarakat. 

Pelecehan seksual terhadap anak dapat datang dalam berbagai 

bentuk, kata Fauziah. Ada kemungkinan ucapan berbau seks yang 

membuat anak tidak nyaman, membuat mereka dipaksa, ditipu, atau 

diancam untuk melakukan kontak seksual dengan mereka. Karena 

telah menghasilkan tindakan pidana yang menyalahi undang-undang 

dan norma agama, tindakan seksual ini dianggap sebagai perbuatan 

menyimpang. Islam jelas melarang keras setiap tindakan seksual yang 

menyimpang, termasuk pelecehan seksual, khususnya pelecehan 

seksual terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, pemerintah 

yang bertanggung jawab atas penegakan hukum seharusnya 

memberikan sanksi yang lebih tegas kepada mereka yang melakukan 

kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Islam, pelaku pelecehan 

seksual biasanya dikenakan hukuman ta'zīr, di mana pemerintah 
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memiliki otoritas penuh untuk menetapkan jenis hukuman apa pun. 

Dalam dalil naqlī (al-Qur'an), memang tidak disebutkan secara 

eksplisit tentang materi hukum. 5 

Sumber Daya yang Dapat Dihubungi 

 

1. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI): KPAI adalah lembaga 

yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. 

2. Lembaga perlindungan anak: Lembaga perlindungan anak adalah 

lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dan 

memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual.6 

3. Polisi: Polisi adalah lembaga yang berfungsi untuk menangani 

kejadian pelecehan seksual dan memberikan dukungan kepada 

korban. 

Dengan adanya keinginan mengetahui lebih jauh segala yang 

telah diuraikan diatas sekaligus menjadi latar belakang permasalahan 

oleh karenanya saya mengambil penelitian diatas dengan judul 

“ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN 

HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI ANAK 

SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU PELECEHAN 

SEKSUAL,” 

 

5 Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak. (2018). (n.p.): Media Pressindo. 

6 Nurmawati Dhea Kurniawati PELECEHAN SEKSUAL DARI ASPEK MEKANISME 

PERTAHANAN DIRI. (2023). (n.p.): Penerbit Qiara Media. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana mekanisme implementasi diversi dalam hukum 

pidana positif dibandingkan dengan prinsip ta’zir dalam hukum 

pidana islam dalam menangani anak sebagai pelaku pelecehan 

seksual? 

2. Apakah prinsip keadilan restoratif dalam diversi lebih efektif 

dibandingkan dengan prinsip ta’zir dalam memberikan 

rehabilitas bagi anak pelaku pelecehan seksual? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui mekanisme implementasi diversi dalam 

hukum pidana positif dibandingkan dengan prinsip ta’zir dalam 

hukum pidana islam dalam menangani anak sebagai pelaku 

pelecehan seksual 

2. Untuk mengetahui Apakah prinsip keadilan restoratif dalam 

diversi lebih efektif dibandingkan dengan prinsip ta’zir dalam 

memberikan rehabilitas bagi anak pelaku pelecehan seksual 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian Teoritis 

Analisis iniberkontribusi pada pengembangan ilmu 

hukum dengan memberikan wawasan baru tentang 

perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam 

konteks perlindungan. 

2. Penelitian praktis 

Hasil analisis dapat digunakan untuk merancang program 

Pendidikan dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk 



72  

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

1. Penerapan diversi dalam perkara anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual 

yang ancaman pidananya di bawah lima tahun menghadirkan dilema bagi 

aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan ancaman 

pidana minimum dan maksimum yang jelas dalam syarat diversi, sehingga 

efektivitas diversi menjadi kurang optimal. Akibatnya, penanganan perkara 

anak dalam kasus pelecehan seksual sering kali kurang memberikan 

perlindungan yang memadai bagi korban maupun memberikan efek jera yang 

cukup bagi pelaku. Kondisi ini menuntut adanya pembenahan regulasi dan 

pemahaman yang lebih mendalam agar diversi dapat dilaksanakan secara 

efektif tanpa mengabaikan kepentingan keadilan dan perlindungan bagi anak 

sebagai korban maupun pelaku. 

2. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan restorative 

justice melalui diversi lebih efektif karena menekankan rehabilitasi dan 

pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara 

yang humanis dan menghindari stigma negatif. Sedangkan ta'zir dalam 

hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme hukuman yang fleksibel dan 

disesuaikan dengan kondisi pelaku serta jenis kejahatan secara umum. Oleh 

karena itu, diversi lebih tepat digunakan untuk perlindungan dan rehabilitasi 

anak, sementara ta'zir lebih cocok untuk penegakan hukum secara luas. 
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B. SARAN 

 

1. Disarankan agar regulasi terkait diversi diperjelas dengan menetapkan 

batasan ancaman pidana minimum dan maksimum yang jelas, khususnya 

untuk kasus pelecehan seksual anak. Selain itu, perlu peningkatan 

pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar diversi dapat 

diterapkan secara efektif dan berkeadilan, sehingga perlindungan terhadap 

korban terpenuhi dan efek jera bagi pelaku dapat tercapai. Pembenahan ini 

penting untuk memastikan diversi tidak hanya menjadi alternatif 

penyelesaian, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua 

pihak yang terlibat. 

2. Disarankan agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih 

mengedepankan penerapan diversi sebagai bagian dari restorative 

justice, karena pendekatan ini lebih efektif dalam memberikan 

rehabilitasi dan pemulihan secara humanis serta menghindari stigma 

negatif terhadap anak. Sementara itu, mekanisme ta'zir dalam hukum 

Islam sebaiknya digunakan sebagai instrumen penegakan hukum yang 

bersifat umum dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi pelaku dan 

jenis kejahatan. Pendekatan yang tepat ini akan mendukung 

perlindungan anak sekaligus menjaga ketertiban hukum secara 

menyeluruh. 
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